
 

  

LEMBARAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.164, 2020  HUKUM. Hak Anak Korban. Anak Saksi. 

Pelaksanaan.  

 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 75 TAHUN 2020         

TENTANG 

PELAKSANAAN HAK ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, perlu menetapkan Peraturan Presiden 

tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi; 

 

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5332); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PELAKSANAAN HAK 

ANAK  KORBAN DAN ANAK SAKSI. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 

1. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang 

selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang 

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian 

ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. 

2. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang 

selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat 

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 

tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, 

dan/atau dialaminya sendiri. 

3. Rehabilitasi Medis adalah proses penanganan medis 

secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik dan 

mental Anak Korban dan/atau Anak Saksi. 

4. Rehabilitasi Sosial adalah proses kegiatan pemulihan 

secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar 

Anak Korban dan/atau Anak Saksi dapat kembali 

melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di 

masyarakat. 

5. Jaminan Keselamatan adalah suatu upaya untuk 

melindungi dan memberikan rasa aman bagi Anak 

Korban dan/atau Anak Saksi baik fisik, mental, maupun 

sosial. 

6. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan 

pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman 

kepada Anak Saksi dan Anak Korban yang dilaksanakan 

oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau 

lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang 

selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang 
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bertugas dan berwenang untuk memberikan 

Perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau 

Korban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

 

Pasal 2 

(1) Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas semua 

Perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Selain hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan, Anak Korban dan Anak Saksi 

berhak atas: 

a. upaya Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, 

baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga; 

b. Jaminan Keselamatan, baik fisik, mental, maupun 

sosial; dan 

c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai 

perkembangan perkara. 

 

BAB II 

REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL 

 

Bagian Kesatu 

Rehabilitasi Medis 

 

Pasal 3 

(1) Rehabilitasi Medis terhadap Anak Korban dan Anak 

Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 

huruf a diberikan berdasarkan permintaan: 

a. orang tua atau wali, keluarganya; dan/atau 

b. penyidik, pekerja sosial, atau tenaga kesejahteraan 

sosial. 

(2) Berdasarkan permintaan dari orang tua atau wali, 

keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)             

huruf a, Anak Korban dan Anak Saksi dapat dirujuk ke 

fasilitas pelayanan kesehatan. 
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(3) Permintaan dari penyidik, pekerja sosial, atau tenaga 

kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada      

ayat (1) huruf b didasarkan pada hasil laporan sosial dari 

pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial. 

(4) Berdasarkan hasil laporan sosial sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), Anak Korban dan Anak Saksi dirujuk ke 

fasilitas pelayanan kesehatan. 

(5) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (4) terdiri atas: 

a. pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit yang 

mampu tata laksana kekerasan terhadap perempuan 

dan anak; atau 

b. rumah sakit yang memiliki pusat pelayanan 

terpadu/pusat krisis terpadu. 

 

Pasal 4 

Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan 

segera, penyidik tanpa laporan sosial dari pekerja sosial 

dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau 

lembaga yang menangani pelindungan anak sesuai dengan 

kondisi Anak Korban. 

 

Pasal 5 

(1) Pelayanan Rehabilitasi Medis terhadap Anak Korban dan 

Anak Saksi dilakukan berdasarkan indikasi medis. 

(2) Indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan hasil pemeriksaan tenaga kesehatan. 

(3) Pelayanan Rehabilitasi Medis terhadap Anak Korban dan 

Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan sesuai dengan standar pelayanan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Setelah mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Medis di 

fasilitas pelayanan kesehatan, Anak Korban dan Anak 

Saksi dapat diberikan penanganan lanjutan di luar 

fasilitas pelayanan kesehatan dalam bentuk rehabilitasi 

bersumber daya masyarakat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Kedua 

Rehabilitasi Sosial 

 

Pasal 6 

(1) Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Korban dan Anak 

Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 

huruf a diberikan berdasarkan: 

a. permintaan orang tua atau wali, keluarganya; atau 

b. laporan penyidik, masyarakat, atau tenaga 

kesehatan. 

(2) Berdasarkan permintaan atau laporan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), pekerja sosial melakukan 

asesmen terhadap Anak Korban dan Anak Saksi. 

(3) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

dilakukan untuk menentukan kelayakan pemberian  

Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Korban dan                

Anak Saksi. 

 

Pasal 7 

(1) Rehabilitasi Sosial Anak Korban dan Anak Saksi 

dilakukan oleh pekerja sosial dibantu oleh tenaga 

kesejahteraan sosial. 

(2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada               

ayat (1) dapat dilakukan baik di dalam atau di luar 

lembaga melalui tahapan: 

a. pendekatan awal;  

b. pengungkapan dan pemahaman masalah; 

c. penyusunan rencana pemecahan masalah; 

d. pemecahan masalah; 

e. resosialisasi; 

f. terminasi; dan 

g. bimbingan lanjut. 

(3) Rehabilitasi Sosial di dalam lembaga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada balai 

rehabilitasi sosial bagi anak yang memerlukan 

perlindungan khusus milik pemerintah pusat atau panti 

milik pemerintah daerah. 
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